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APBN BERKUALITAS?
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Pasal 46 UU APBN 2020 it

pencegahan
Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2020 dan
mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang penanganan
berkualitas, yaitu dalam bentuk: dampak
a) penurunan kemiskinan menjadi sebesar 8,5% - 9,0%; Covid-19?

b) tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 4,8% - 5,0%;
—E) penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,375 - 0,380; dan

)
iy
S
>
@)
O

d) peningkatan Indeks Pembangunan Manusia mencapai 72,51

2.540,4 (trilyun Rp)
Era OTDA:

“ APBN 2020 Perekonomian nasional

856,9 (trilyun Rp) / Sangat terga ntung
1/3 untuk Dana Transfer Ke Daerah & dana Desa (APBD, APBDes) Perekonomian daerah
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1/3 utk Dana Instansi Vertikal & TP




REALISASI APBN S.D. 31 MEI 2020 SO LY E’m—

Pendapatan Negara dan belanja Negara mengalami pertumbuhan negatif dibanding tahun lalu, sedangkan Defisit mehgalami peningkatar
secara nominal maupun rasio terhadap PDB lebih tinggi dibanding 3 tahun terakhjr

Uraian 2018

19 020

(triliun rupiah) Perubahan e
Realizasi o thd Growth LKPP Realisfisi % thd LKPF Growth APBN Realigasi Perubahan Growth
z.d. 31 Mei LKFP (%2) Unaudited =z.d. 31JMei Unaudited (%) (Perpres  sz.d. 31 Mei APBN (%)
54/2020)
A. Pendapatan Negara 4£84.,0 35,3 15,5 1.958,4 37,3 6,4 1.760,9 44,3 37,7 (9,0)
I. Pendapatan Dalam Negeri 484.5 355 15,3 1.953,3 37.4 b6 1.760,4 §63,1 37,7 (2.1)
1. Penerimaan Perpajakan 538,7 35,5 14,5 1.546,1 36,9 6,0 1.462,6 h26,2 36,0 (7.,9)
Tax Ratie % (arti luas) 3,98 10,69 914 3,50
a. Pendapatan DJP (include Pph Migas) 4849 36,9 14,2 1.332,7 37,4 2.8 1.254,1 4446 35,4 (10,8)
b. Pendapatan DJBC 538 26,2 17,4 213,5 34,0 351 208,5 81,7 39,2 12,4
2. PNBF 145,9 35,6 18,1 407,1 38,9 8,6 2978 136,92 45,0 (13,6)
Il. Penerimaan Hibah 1,4 2.3 580,5 54 0,5 9.2 (66,0) 0,5 1.2 240,2 143,7
B. Belanja Negara 779.5 35,2 7.9 ; 37,1 9.8 8439 32,3 (1,4)
I. Belanja Pemerintah Pusat 4580 31,5 18,0 1.493,2 L 35,4 15,9 1.851.1 537.3 29.0 1.2
1. Belanja K/L 231,5 27,3 19,9 870,3 288,2 33,1 24,5 836,5 270,4 32,3 (6,2) | PBU,
2. Belanja Non K/L 226,5 37,2 16,2 6229 242,6 38,9 7,1 267,0 26,3 10,1 Su bsidi,
Il. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 321,5 42,4 (4,0) 325,1 40,1 1.1 306,46 40,2 (5.7) | Ba nsos,
1. Transfer Ke Daerah 300.,8 43,1 (1,9) 7413 304,7 41,1 1,3 6921,5 2777 40,2 (8,8) Iainnya
2. Dana Desa 20,7 34,5 (26,7) 69,8 20,4 29.3 (1,1) 71,2 28,9 40,6 41,3
C. Keseimbangan Primer 19,0 (164,9) (1463,5) (70,1) 1,3 (1,9) (93.1) (517.8) (33,9) 4,6 (2.710,4)
D. Defisit (93.5) 34,7 (27.3) (345,6) (125,8) 36,4 34,5 (852,9) (179,8) 211 42,8
% Defisif thd PDB (0,63) (2,18)  (0,79) (5.07) (1,10
E. Pembiayaan Anggaran 179.4 58,7 (8.3) 3989 159,9 40,1 (10,9) 8529 3561 41,7 122,46
SiLPA/SIKPA 85.9 - 34,1 - 176,4

{1)}; KEMENTERIAN KEUANGAN




Klasifikasi Urusan Pemerintahan
UU RI NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

:

ABSdTUT KONG;(UREN \ |
1. Politik Luar Negeri PEMERINTAHAN UMUM
3. Keamanan
WAIJIB
4. Moneter dan fiskal PILIHAN
5. Yustisi PP 2/2018 1. Kelautan dan
6. Agama SPM Perikanan
Lo Szl LS Pelayanan Dasar 3. Pertanian
2. Pemberd P dan Perlind k .
: p:::gair ayaan Permpuan dan Perlindungan ana 1 Pendidikan 4. Kehutanan
5. Lingkungan hidup 3. Pekerjaan UMUM dan Sumberdaya Mineral
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil Penataan Ruang 6. Perdagangan
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa 4. Perumahan Rakyat dan 7. Perindustrian
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana K p Ki 8. Tranmigrasi
5, Painfunms awasan Permukiman :
10. Komunikasi dan Informatika 5. Ketentraman, Ketertiban | ejayanan publik untuk
11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Umum dan memenuhi kebutuhan dasar
12. Penanaman Modal Perlindungan setiap warga negara, minimal
13. Kepemudaan dan Olah raga Masyarakat. sesuai SPM yg ditetapkan Pusat.
14. Statistik 6. Sosial
15. Persandian 2 SIHIE
16. Kebudayaan
BJ-IPB 18. Kearsipan




PEMERINTAH PUSAT POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH
(Sesuai UU 33/2004 dan UU 23/2014)

DBH ’\
DAU APBN
DAK \ 4 \ 4
Transfer Ke Belanja Pusat
Dana Otsus Daerah Di Daerah
Dana Penyesuaian
1 Melalui K/L l

R Desentralisasi Dekon / TP | Dana Vertikal
* Bag. Laba A
BUMD
. Lz:m-PAD | | *B. Pegawal Pembiayaan Lainnya

Lain-Lain | ®B. Barang Pinjaman (termasuk
PAD DAPEB & pendapatarl_*B- Lainnya Obligasi Daerah)

Trf lainny yang sah Operasional || Modal Penggunaan SILPA

Pendapatan Belania D h Surplus / - Pembiayaan

Daerah clanja baera Defisit Daerah Daerah
APBD \

PEMERINTAH DAERAH \_/
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Hubungan Keuangan Kabupaten/Kota dan Desa

* Pendapatan Asli Daerah * Belanja Tidak langsung « Pendapatan asli Desa
* Pajak Daerah * Belanja Pegawai » Hasil usaha Desa,

* Retribusi Daerah . * Belanja Bunga * Hasil Pengelolaan Aset Desa,
* Hasil PKYD - * Belanja Subsidi » Swadaya dan partisipasi,
* LL PAD Yang sah * Belanja hibah » Gotong Royong,

* Dana Perimbangan * Belanja Bantuan Sosial * lain-lain pendapatan asli
« Dana Bagi Hasil Belanja Bagi Hasil ke Desa Desa
« Dana Alokasi Umum ADD 10% * Belanja Bantuan Keuangan ke * Transfer
¢ Dana Alokasi Khusus DZSIak ‘D . » « Alokasi APBN (Dana Desa)

. . —— ¢+ Alokasi Dana Desa . : :

. |_a|n-|a|n Pendapatan Yang o A \\_: Bagi Hasil PAD Kabupaten/Kota
Sah o e 2EEE * Alokasi Dana Desa (ADD)
- * Belanja Langsung * Bantuan Keuangan dari Propinsi

* Belanja Pegawai * Pendapatan Lain-Lain
* Dana Otsus .
. * Belanja Barang dan Jasa o Uisel
* Dana Transfer Lainnya . « Belania Modal
« Dana Desa — Slelfe) bk » Sumbangan pihak ke tiga

* Bantuan Keuangan Propinsi
* Bagi Hasil Pajak Propinsi
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Pendapatan Kabupaten/Kota Belanja Kabupaten/Kota Pendapatan Desa

Klasifikasi Belanja Desa

* Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

* Pelaksanaan
Pembangunan Desa

* Pembinaan
Kemasyarakatan Desa

* Pemberdayaan
Masyarakat Desa

» Belanja Tak Terduga.



APBDes BERKUALITAS

Prioritas
(Sasaran
Pembangunan)

Pendapatan Asli Desa Tepat waktu penetapan
Transfer APBDes
-DD

-ADD
- Bagi Hasil PDRD

- Hibah

Desa N}
Belanja ° BELANJA B. Pembinaan Masy
0 Infrastruktur o

B. Pemberdayaan Masy

- Sumbangan Pihak Ketiga O Tepat waktu realisasi
pendapatan

APBDes Berkualitas adalah APBDes yang
mengoptimalkan pendapatan dan belanjanya
dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan
Desa yang dilakukan secara efisien dan efektif,
tepat waktu (realisasi pendapatan & belanja),
transparan dan akuntabel (Juanda, 2020)

.

B K q o Tepat waktu realisasi belanja
- Bantuan Keuangan — Ekonomis/ Efisiensi
Pendapatan lainnya

_T_

Opini BPK? Dapat Dipertang- e Dapat diakses
gungjawabkan publik/Transparansi




DESA-DESA YANG BELUM

®

"'321 DESA
[ e e ?S“iWSESWR‘ ROV KALIMANTAN TIMUR @ ——
wan— 194 DESA -
' —.%.SESA © PRIV CALIMANTAN TENGAN 281 DESA
| 476 DESA v cacnno @
' Ty 66 DESA . 'S'EEBE?A
1 l47 DESA .2";1“9“5“5.‘;A |
' @ ROV PUA BN
. ‘—q i ' .g'B.E‘S.Km‘ JL' ' "'L’ ’ 1.363 DESA
87 DESA R — @ 9 | l Q
106 DESA @ - Q @ ¢ Q
60 DESA PROV WALIMANTAN STLATAN © PRIV SULAWTS TENGAM
134 DESA ‘].l— 132 DESA [‘1’ l 465 DESA
PROV. SUMATERA SELATAN @ ’f 'L SEBBQELS‘K © JROR SRANES Wt PRON MALIY —
213 DESA , lg o 379 DESA 799 DESA "7 S06DESA
Py L .MJPJDESA JUMLAH TOTAL
24DESA 83 DESA 65 DESA 53 DESA -
- S 13.577

Sumber: Kemendesa PDTT (2020)
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.
Kebutuhan Pembangunan Listrik di Daerah Tertinggal

® Kalimantan

D ® :
Sumatera Jumlah DT - 12 Kab Sulawesi
Jumlah DT 13 Kab Jumlah KK Jumlah DT 18 Kab
Jumlah KK Tanpa 194.398 KK Jumlah KK
. Listrik S 1 75.625 KK
Tanpa 1 109.992 KK n Tanpa Listrik 9@ Papua
Listrik
Jumlah DT :33Kab
- Jumlah KK )
TanpaListrik - 471-219KK
=g '_‘.-!-
Sl

Total KK Bukan Pengguna Listrik
di Daerah Tertinggal (DT):
1.184.146 KK di 12.208 Desa - L f

® Maluku

Total KK Bukan Pengguna Listrik

diNon DT : [ —— S Kab Jumlah DT 14 Kab
669.783 KK di 17.442 Desa Hmie ona
Jumiah KK Nusa Tenggara Jumlah KK oo
Tanpa 1 22.242KK Jumlah DT - 26 Kab Tanpa Listrik
Total KK Bukan Pengguna Listrik Listrik
Nasional : Jumlah KK = 5 eq 530 KK
: TanpalListrik - )
1.853.929 KK di 29.650 Desa sumber - Podes 2018 Q
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0.76

Perkembangan
Ketimpangan Antar Pemda
073 & Antar Individu

0.72

0.71

Perlu reformulasi kebijakan
desentralisasi fiskal, terutama
dana transfer yang berfungsi
sebagai equalization grant (DAU

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 dan Juga DAK) untUk mengurangi

Tahun horizontal imbalance (Juanda et

al, 2012; Juanda dan Handra,
2017). Begitu juga kebijakan
APBD dan APBDes harus

0.70

0.69

0.68

Indeks Williamson (PDRB/kapita)

0.67

0.450

0.400

0.350

= 0300 berkualitas serta bersinergi,
2 050 inklusif dan berkelanjutan untuk
-&% 0,200 mengurangi ketimpangan antar
£ 0.150 individu masyarakat. Pemda
0.100 provinsi dan kabupaten/kota
0.050 dapat mengurangi ketimpangan
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Inl meIaIUI bantuan keuangan
Tahun dalam pos dana transfer ke desa-

desa yang relatif tertinggal

BJ-IPB



L .
Masalah Penganggaran Dana Desa (trilyun Rp)

Gambar 1.1. Peningkatan Anggaran Dana Desa 2015--2020

2017 2018 2019 2020

23 20.8

2015

e
[ |
—=
i

Anggaran Realizasi
Sumber: www.kemenkeu.go.id/dataapbn
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-
Optimalisasi Pendapatan Desa dalam APBDes

» Kebijakan pendanaan untuk pemerintahan desa yang sumbernya banyak
dan besar ini mengharuskan aparatur desa untuk memahami tata cara
dan tata kelola keuangan desa yang baik sebagai salah satu komponen
good governance.

e Jika suatu desa atau kawasan perdesaan banyak potensi yang dapat
dikembangkan untuk menggiatkan berbagai aktivitas ekonomi, dana desa
dapat digunakan sebagai modal untuk pengembangan BUMDES. Dapat
juga pengembangan atau revitalisasi dari KUD yang akan diperbesar
cakupannya, termasuk kawasan perdesaan yaitu desa-dasa dalam suatu
kecamatan atau kawasan wisata atau dominan untuk produk unggulan
tertentu. Menurut informasi Kemendesa PDTT (2020) dari neraca
BUMDES 2019, jumlah dana desa selama Tahun 2015-2019 yang
diinvestasikan untuk modal BUMDES sebesar Rp 4.2 Trilyun.
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DANA DESA UNTUK BUMIDES
(Rp miliar)

Teaan 1,358 1,363
1,300
1,100
200
e 527
=00 aia
300
100

439

105

2015 2016 2017 2018 2019 2020
DANA DESA UNTUK BUMDES (Rp miliar)

Perkembangan jumlah dana desa untuk modal BUMDES dari Tahun 2015 sampai Tahun 2020,
dapat dilihat dalam Gambar 4 (Kemendesa PDTT, 2020). Jangan mendirikan BUMDES hanya
ikut-ikutan atau karena diminta pimpinan karena banyak BUMDES yang mangkrak dan banyak
BUMDES yang sudah berdiri tapi belum beruntung sehingga ini akan menjadi beban dalam
APBDes. Ada sekitar 92.5% dari 50.199 BUMDES yang belum berjalan dengan baik.
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Optimalisasi Pendapatan Desa dalam APBDes

e Optimalisasi pendapatan desa, misalnya untuk investasi penambahan
dana untuk modal BUMDES, dapat dengan kebijakan Pemda melakukan
reformulasi dalam mendistribusikan alokasi dana desa (ADD) dari dana
transfer umum (DAU dan DBH) dan dalam mendistribusikan bagi hasil
PDRD. Saat ini hampir semua Pemda Kabupaten/Kota dalam
mendistribusikannya menggunakan formula yang sama dengan
pengalokasian Dana Desa (DD), seperti yang dijelaskan dalam Gambar
berikut atau membagi sama rata untuk semua desa karena berdasarkan
keinginan dari hampir semua desa. (Berdasarkan informasi peneliti
KOMPAK yang mengkaji formulasi DD 2020).

BJ-IPB



ALOKASI KINERJA BAGI DESA YANG
FORMULA PENGALOKASIAN DANA DESA (DD)) S| KINERIA BAGI DES/
Rata-Rata per Desa : Rp933,92 Juta 20] 9 Rata-Rata per Desa: Rp960,59 juta 2020
O O PAr 3 | ‘ ‘ AA AK AF
‘ — ‘ ‘ EEEEEEEESE
| . ] =
- Alokast =N it ok Alokasi Alokasi ~ m Alokasi m  Alokasi
Dasar Y P A i Eovtruia Dasar \ Afirmasi - Kinerja & Formula
7\ 25% | = T =
‘ = L8%y - 28%
_______ % ‘-;'i"i"i’iuu-
‘ - = Desa Sangat Tertinggal :
: = Desa Ter‘tlnggd " - = Desa Sangat Tertinggal
= dengan jumlah penduduk : - « Desa Tertinggal
‘ : miskin tinggi - | : dengan jumiah penduduk :
| oot S S ﬁ
| 1) Pengelolaan Keuangan Desa (20%)
L bl sl 3 Canaan Kalome (Cutu Dana Desa (25%) |
g ngsk %Vlﬁggﬁkzr;gg/o()w %) {. 4 Caxian Hasil (Outcome) Pembangunan Desa (35%)
4) Tingkat Kesulitan Geografis (25%)
1) Jumiah Penduduk (10%)
2) Angka Kemiskinan (50%)
3) Luas Wiayah (15%)
4) Tingkat Kesulitan Geografis (25%)
. -
Eormtljli cenderunkg sen(wjaklon e ——
ompie -S, menga omodasl = 1. Mendorong peningkatan kinerja PADes;
berbagail tujuan yang mungkin 2. Mendorong kinerja pengelolaan Dana Desa;
trade-off satu sama lain 3. Mendorong kinerja pengentasan kemiskinan di Desa;
4. Mendorong kinerja peningkatan status Desa.

BJ-IPB Sumber: DJPK (2020)



Reformulasi Dana Transfer untuk Desa

Dari 1868 desa, rata-rata kontribusi (pangsa) dari masing-masing dana transfer
dalam APBDes paling besar adalah Dana Desa (51%), kemudian Alokasi Dana
Desa (37.3%), bantuan keuangan dari pemda (3.5%) dan bagi hasil PDRD (2.1%)
yang dapat dilihat lebih rinci di Gambar 6. Sebelum Tahun 2018, 90% dari total
transfer DD dibagi sama rata untuk semua desa, yang dikenal sebagail Alokasi
Dasar (AD) dalam formula DD. Sisanya 10% dialokasikan berdasarkan Alokasi
Formula (AF) berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan
tingkat kesulitan geografis. Pengalokasian 90% DD secara merata ini kelihatannya
kurang adil ’karena jumlah penduduk sangat bervariasi antar desa, dan biaya
dalam memberikan pelayanannya juga sangat bervariasi antar desa. Sebagal
contoh pada Tahun 2017, Desa Paloh Pupuh di Kabupaten Bireun berpenduduk
148 orang mendapat DD perkapita sekitar Rp5juta sedangkan Desa Banjararum di
Malang berpenduduk 16,791 orang mendapat DD perkapita sekitar Rp50ribu
(Pattinasarany dan Menzies, 2019)
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Reformulasi Dana Transfer untuk Desa

Mulai tahun 2018, proporsi AD dalam formulasi DD dikurangi untuk
memenuhi kebutuhan fiskal desa dengan lebih baik dari sebelumnya.
Proporsi AD Dberkurang dari 90% menjadi 69% di Tahun 2020,
sedangkan proporsi AF meningkat dari 10% menjadi 28%, dengan
tujuan utama pada pengentasan kemiskinan, dengan bobot angka
Kemiskinan di AF meningkat dari 35% menjadi 50% di Tahun 2020.
Perhatikan formula DD sekarang di Gambar 5 karena merespons
bermintaan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPR, untuk
menyediakan sumberdaya fiskal untuk desa-desa yang kurang
beruntung dengan menambahkan 1.5% alokasi afirmasi (AA) dan 1.5%
alokasi kinerja untuk memotivasi desa berkinerja lebih balk dengan

APBDes nya.

BJ-IPB



Lain-lain
Other Revenues;

0.3

Revenues from
Transfers;

93.9%

PADes
Village OSR;

5.8%

Dana Desa Merupakan Sumber Fiskal Utama di

a— Desa (Pattinasarany dan Menzies, 2019).



I
Saran untuk reformulasi DD, pertama adalah proporsi AD
dalam bentuk nominal sehingga meskipun total DD yang
ditransfer dari APBN berubah, tapi total DD nominal per
desa dari AD tetap dari tahun ke tahun. Alternatif ini
merekomendasikan %AF (dan atau %AA atau %AK) semakin
meningkat jika total DD yang ditransfer dari APBN meningkat.
Reformulasi DD ini akan menghasilkan angka Gini dari DD per
Kapita akan lebih kecil, dan jumlah desa yang mengalami
penurunan DD dibandingkan tahun sebelumnya (yang
disebabkan perubahan formula DD) minimal sehingga dapat
meredam dinamika politik antar desa. Ini merupakan 2 kriteria
alokasi DD membalik, dan dapat juga ditambah dengan kriteria

minimal total dana desa, misalnya sebesar Rp1.5 milyar.




Kedua, untuk memperbaiki AA adalah dengan menggunakan indeks
Komposit jumlah penduduk miskin (misalnya bobot 50%) dan angka
Kemiskinan (50%) untuk calon desa penerima AA. Jadi tidak perlu
menggunakan status pembangunan desa berdasarkan IDM. Kemudian
untuk besarannya, bisa menggunakan formula dalam menentukan AF.
Saat Ini pemilihan calon penerima AA sangat bermasalah karena desa
dengan 30 persen jumlah penduduk miskin terbesar dapat menjadi
calon penerima AA (akibatnya desa di Jawa memiliki kesempatan yang
lebih besar untuk menerima AA; dan, sebagai contoh, desa di Asmat,
dengan angka kemiskinan sangat tinggi tidak ada yang menerima AA).
Selain itu, besaran AA juga sangat simplisistik: desa dengan status
pembangunan desa "sangat tertinggal" mendapatkan AA sebesar 2 kali
dari desa "tertinggal". Jadi, saat ini pemberian AA akan memperburuk
kriteria angka Gini DD per kapita

BJ-IPB




Ketiga, terkait Alokasi Formula (AF) dalam Gambar 5, menurut
Pattinasarany dan Menzies (2019) sebaiknya sebaiknya kembali ke
pobot semula yaitu 25% Jumlah penduduk (JP) dan 35% Jumlah
Penduduk Miskin (JPM), dibandingkan bobot sesuai PMK 205/2019
yaitu 10% JP dan 50% JPM, seperti terlihat dalam Gambar 5 yang justru
akan memperburuk atau menaikkan angka Gini untuk DD/kapita,
meskipun secara politis terlihat pro-poor. Saat ini dengan informasi
data objektif yang tersedia, memang terlihat adil karena jumlah
penduduk yang tinggi akan membutuhkan sumber fiskal yang tinggi
juga. Begitu juga desa berpenduduk miskin yang tinggi akan
membutuhkan program-program khusus penduduk miskin sehingga
membutuhkan sumber fiskal yang lebih tinggi. Akan tetapi apapun
besaran bobot untuk JP dan JPM, desa berpenduduk padat akan
diuntungkan.

BJ-IPB




Jika ini dilakukan dalam jangka panjang, akan memperparah
pembangunan yang bias ke “Perkotaaan” berpenduduk padat,
yang akhirnya sumberdaya “perdesaan” pindah ke “perkotaan”
dan ketimpangan pembangunan tidak akan pernah membaik
sampal sekarang (bukan dalam DD/kapita). Oleh karena itu, jika
sumber data sudah balk, kedepannya proksi AF harus diganti
dengan kondisi pelayanan publik riil di lapangan beserta

kebutuhannya, bukan menggunakan proksi JP dan JPM seperti
sekarang
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Alternatif reformulasi ADD misalnya memprioritaskan distribusi
dananya untuk kawasan perdesaan yang mempunyal potensi
pengembangan desawisata dan punya produk-produk unggulan
serta potensial dibangun BUMDES sehingga kawasan perdesaan
tersebut dapat menjadi pilar untuk pengembangan atau pemulihan
ekonomi setelah pandemi. Sebagal kompensasi untuk desa-desa diluar
kawasan perdesaan yang potensial tersebut, akan diberikan bagi hasil
dari keuntungan BUMDES tersebut. Ketentuan untuk penghasilan
kepala desa dan perangkat desa, misalnya maksimum 60% dari ADD

dan bagi hasil PDRD, bukan hanya dari ADD saja seperti ketentuan
dalam PP 47/2015.

Contoh BUMDES yang cakupannya kawasan perdesaan di suatu kecamatan’yang berhasil adalah
BUMDES BERSAMA “SINGOSARI” yang bergerak dalam aktivitas simpan pinjam, galeri kerajinan,
jasa, toko retail dan took grosir. Hikkmah kondisi pandemi adalah peningkatan omzet toko grosirnya
sampai mencapai Rp 986 juta dalam bulan Maret 2020. Omzet normalnya sekitar Rp 600-750 juta
per bulan
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« Alternatif lainnya adalah reformulasi ADD berdasarkan formula
DD seperti dalam Gambar 5, namun bobot alokasi kinerja
dinaikkan. Dengan alternatif ini, Pemda memberikan Dana Insentif
Desa (DIDes) bagi desa yang mempunyai kinerja pembangunan desa
sesual yang diharapkan untuk memotivasi desa berkinerja lebih baik
lagi. Sumbernya dapat dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal
dari Dana Transfer UMum (DBH dan DAU), dan/atau sumbernya dari

Belanja Bagi Hasil ke Desa yang berasal dari Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (PDRD).
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« Untuk memotivasi kepala desa dan perangkat desa dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di perdesaan,
Insentif untuk penghasilan mereka yang sudah ada ketentuannya
dalam PP 47/2015 perlu direformulasi sebagaimana dijelaskan di
atas. Sumber penghasilan mereka bukan hanya berdasarkan
ADD saja tapi juga ditambah berdasarkan alokasi kinerja (AK)
dalam DD dan bagi hasil PDRD. Jika pengelolaan keuangan desa
(misalnya peningkatan kontribusi PADes) pengelolaan dana desa
(misalnya belanja dengan prioritas desa), capaian keluaran

(penyerapan) dana desa, dan capaian hasil pembangunan desa

(peningkatan IDM) makin baik maka insentif penghasnan kepala desa

dan perangkat desa juga meningkat
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